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PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR 58 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 354 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu
ditetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerabh;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Perubahan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2022;

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran



10.

11.

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6778);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 10);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi  dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 496);

17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9
tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun
2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2019 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8
tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023 (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI
TENGGARA TAHUN 2022.



Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang
selanjutnya  disingkat Perubahan RKPD  adalah
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi
Sulawesi Tenggara.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah
Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan
RAPBD adalah  Perubahan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

@) Perubahan RKPD Tahun 2022 ini menjadi landasan

(2)

penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan dan
Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara untuk
menyusun Perubahan RAPBD Tahun 2022.

Perubahan RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memuat kegiatan, target Kkinerja, pagu
indikatif, lokasi dan kelompok sasaran yang mengalami
perubahan dan tidak mengalami perubahan yang akan
dilaksanakan pada tahun 2022.

Perubahan RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai
berikut:

Bab | :Pendahuluan;
Bab Il : Evaluasi Hasil Triwulan Il Tahun Berkenaan;
Bab Il : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;

Bab IV  :Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerabh;
Bab VI  :Penutup.



Pasal 3

(1) Perubahan RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 memuat hasil evaluasi pelaksanaan RKPD
sampai dengan Triwulan Il tahun 2022 dan perubahan
program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun
2022.

(2 Uraian secara rinci Perubahan RKPD Tahun 2022
dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(3) PD yang mengalami perubahan dan tidak mengalami
perubahan pada Perubahan RKPD Tahun 2022 agar
melakukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah
Tahun 2022.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi
Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 9 - 8 - 2022

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,
ttd
ALl MAZI

Salinan sesuai dengan aslinya

Pembina Utama Muda, Gol. 1V/c
Nip. 19621211 198803 1001



